
 

  

  

 

 

 

 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  

NOMOR  24  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  

NOMOR 26  TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT 

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,  

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan 

ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 

Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, 

Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 



 

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali 

mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 

Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten 

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republík 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaímana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 



 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 

2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 144);  

 

    



 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN 

TIMUR NOMOR 26  TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT 

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

 

Pasal 1  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 

Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur diubah sebagai 

berikut: 

Ketentuan Bab II tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan 

Organisasi bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paragraf 3 tentang Susunan 

Organisasi  Pasal 5 ayat 1 (Satu) huruf a berbunyi sebagai berikut: 

 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi  

Pasal 5 

(1) Asisten Tata Praja terdiri atas : 

a. Bagian Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah, membawahi : 

1. Subbagian Ketataprajaan & Otonomi Daerah; 

2. Subbagian Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan Desa 

3. Subbagian Keagrarian, Perbatasan dan Kerjasama Daerah. 

 

 



 

Pasal 2   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur.   

   

 Ditetapkan di Bula 

 pada tanggal 31 Desember 2018  

  BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,   

  

  ABDUL MUKTI KELIOBAS  

 

Diundangkan di Bula   

pada tanggal 31 Desember 2018  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,  

  

  

       SYARIF MAKMUR  

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 

 
 

 
CHERLY USMAN, SH 
NIP : 19710209 200604 2 020 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

TAHUN 364 NOMOR 2018 


